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PUTUSAN
Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Gtlo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1980, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta XXXXX, Pendidikan XXXXX,
tempat kediaman di Jalan XXXXX (perumahan XXXXX) No.
XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo
sebagai Pemohon,

melawan

Ervina Purnamasari Binti Yansen Wijaya, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
20 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
Pendidikan XXXXX, tempat kediaman di Semula Jalan
XXXXX (perumahan XXXXX) No. XXXXX Kelurahan XXXXX
Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo, Tetapi Sekarang Tidak
Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Dan
Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober
2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Gtlo,
tanggal 19 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor : B-325/Kua.30.05.03/PW.01/10/2017, tanggal 16 Oktober
2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon hingga berpisah;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak antara Pemohon
dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh
tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2013,
Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun sekarang. Selama
itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin; dan selama itu Termohon tidak pernah
mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon , antara lain
kerumah orang tua Termohon di manado Sulawesi Utara, akan tetapi orang
tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

A.
Surat :

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor B-
325/Kua.30.05.03/PW.01/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dari Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Kabupaten
Gorontalo.
B.
Saksi:

1. Suleman Dijalilu bin Arbi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Honor, tempat kediaman di Desa Panipi, Kecamatan
Batudaa, Kabupaten Gorontalo di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut
2. Santi Djalilu binti Arbi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Bugis
Kecamatan Dumbo raya kota Gorontalo di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
3. Hj. Marlina F. Laisa binti Farug, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon telah
mengajukan bukti surat P. serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13
Februari 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suleman Djalilu bin Arbi), saksi 2 (Santi
Djalilu bin Arbi) dan saksi 3 (Hj. Marlina F. Laisa binti Faruq), yang diajukan
Pemohon ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Pemohon adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
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keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 dan
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kaidah
hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Gorontalo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii Pemohon dapat
dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Sofyan Dj Monoarfa bin Arbi Talilu ) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Ervina Purnamasari binti
Yansen Wijaya ) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Tomi Asram, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan
Khairiah Ahmad, S.H.l, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hij. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I
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Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp425.000,00
Redaksi Rp5.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah )

agkrwprE
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